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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian mengenai akibat hukum dari pembatalan 

perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak dan status 

anak angkat adalah: 

1. Pembatalan perkawinan orang tua angkat berakibat hukum pada 

keabsahan pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak yang dilakukan 

oleh suami istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut menjadi tidak 

sah. Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-

syarat perkawinan oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan 

yang diketahui setelah terjadinya perkawinan. Pembatalan perkawinan 

yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap akan berakibat hukum pada perkawinan menjadi dianggap tidak 

pernah ada atau batal dan perkawinan dianggap tidak sah. Pembatalan 

perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan 

pengangkatan anak akan mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu 

syarat material orang tua angkat dalam pengangkatan anak yaitu calon 

orang tua angkat sudah menikah minimal 5 (lima) tahun. Syarat material 

orang tua angkat tersebut diatur demi kepentingan terbaik bagi anak. 

Dalam hal ini pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami 

istri yang perkawinannya dibatalkan dalam kedudukannya sebagai 

orang tua angkat menjadi tidak sah karena tidak memenuhi salah satu 

syarat material calon orang tua angkat dalam pengangkatan anak 

menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 dan Permensos Nomor 110 Tahun 

2009 yaitu telah berstatus menikah dengan sah minimal lima (5) tahun. 

Orang tua angkat yang perkawinannya telah dibatalkan sehingga tidak 

memenuhi salah satu syarat material orang tua angkat dalam 

pengangkatan anak yaitu telah menikah dengan sah minimal lima (5) 



94 
 

tahun dapat tetap menjadi orang tua angkat bagi anak angkat dengan 

mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua 

angkat setelah pembatalan perkawinan dapat melakukan pengangkatan 

anak yang sah kembali dengan cara pengangkatan anak oleh orang tua 

tunggal setelah mendapat izin dari Menteri Sosial sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2007 dan Pasal 

28 Ayat (1) Permensos Nomor 110 Tahun 2009.  

2. Akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap status 

anak angkat adalah pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada 

anak angkat. Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan berakibat hukum pada 

perkawinan menjadi dianggap tidak pernah ada atau batal dan 

perkawinan dianggap tidak sah. Pembatalan perkawinan tidak berlaku 

surut pada anak-anak kandung dari perkawinan tersebut, suami atau istri 

yang mempunyai itikad baik dan orang-orang ketiga yang mendapatkan 

haknya berdasarkan itikad baik. Akibat hukum pembatalan perkawinan 

terhadap anak angkat tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Nomor 

1 Tahun 1974 sehingga perlu dilakukan penafsiran untuk mengetahui 

apakah anak angkat termasuk ke dalam kategori pihak-pihak yang 

terhadapnya pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Hasil 

penafsiran akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat 

terhadap anak angkat adalah anak angkat termasuk ke dalam kategori 

orang-orang ketiga yang mendapatkan haknya berdasarkan itikad baik. 

Dapat disimpulkan pembatalan perkawinan orang tua angkat tidak 

berlaku surut bagi anak angkat. Alasan pembatalan perkawinan juga 

perlu dilihat untuk menilai kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal 

terdapat alasan pembatalan perkawinan orang tua angkat yang beresiko 

melanggar asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pembatalan 

perkawinan orang tua tersebut lebih baik berlaku surut bagi anak angkat 

tersebut. Dalam hal alasan pembatalan perkawinan orang tua angkat 

tidak berdampak negatif pada asas kepentingan terbaik bagi anak, maka 
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lebih baik bila pembatalan perkawinan orang tua angkat tidak berlaku 

surut bagi anak tersebut sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974. 

 5.2 Saran 

Saran penulis berdasarkan uraian dan hasil penelitian akibat hukum dari 

pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan 

anak dan status anak angkat adalah: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang 

berwenang membentuk Undang-Undang di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia harusnya mengatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait 

pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua angkat tidak 

berlaku surut bagi anak angkat. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan 

berbeda dengan anak angkat sehingga ketentuan mengenai pembatalan 

perkawinan tidak berlaku surut bagi anak angkat seharusnya diatur 

secara eksplisit, jelas dan tegas terkait akibat hukum pembatalan 

perkawinan terhadap pengangkatan anak. Perubahan atas UU Nomor 1 

Tahun 1974 sehingga memuat mengenai ketentuan pembatalan 

perkawinan tidak berlaku surut bagi anak angkat dapat dimuat dalam 

instrumen hukum berbentuk Undang-Undang baru.   

2. Dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 dan Permensos Nomor 110 Tahun 

2009 seharusnya diatur mengenai tata cara serta akibat hukum pada 

pengangkatan anak apabila setelah dilakukan pengangkatan anak 

ternyata kemudian perkawinan orang tua angkat karena pembatalan 

perkawinan. 

3. Pasangan suami istri sebagai orang tua angkat setelah mendapatkan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai 

pembatalan perkawinan, dapat mengajukan permohonan kepada 

pengadilan untuk menentukan status angkat angkat dalam perkawinan 

yang dibatalkan tersebut. Pendapat hakim dapat diperoleh melalui cara 

tersebut sehingga terdapat putusan pengadilan yang jelas dan 
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berkekuatan hukum tetap mengenai status anak angkat dalam 

perkawinan orang tua angkat yang telah dibatalkan.  
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